
1. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1950 tentang Pernbentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagairnana telah diubah
dengan Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1968 tentang
Pernbentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nornor 14 Tahun 1950
tentang Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nornor31, Tambahan LernbaranNegara
RepublikIndonesia Nornor2851);

2. Undang-UndangNomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisrne(LernbaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999
Nornor 75, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nornor3851);

BUPATI GARUT,

: a. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nornor 9 Tahun 2016 tentang
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut, Pernerintah Daerah telah rnenetapkan
Peraturan Bupati Garut Nornor62 Tahun 2016 tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanarnan Modaldan Perizinan
TerpaduKabupaten Garut;

b. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Bupati Garut
Nornor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Garut Nornor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut, rnaka Peraturan Bupati Garut sebagairnana
dirnaksud dalam huruf a perlu ditinjau kernbali dan dilakukan
penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan PerizinanTerpadu;

DENGAN RAHMAT TURAN YANG MAHA ESA

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 146 TAHUN 2019

BUPATIGARUT
PROVINSI JAWA BARAT

Mengingat

Menimbang



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5879);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor292, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor22, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telab diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor42, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor6322);

10. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 13Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan MenteriDalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor310);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(LembaranDaerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor6);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Lembaran Daerab Kabupaten Garut
Tabun 2016 Nomor9);
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Pasal!
DalamPeraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraPemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraanurusan pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerah.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenanganDaerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
8. Dinas adalah Dinas Penanaman Modaldan PerizinanTerpadu Kabupaten Garut.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

KabupatenGarut.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang
tertentu.

11. KepalaUnit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Penanaman Modaldan PerizinanTerpadu Kabupaten Garut.

12. KelompokJabatan Fungsional adalah KelompokPegawaiNegeriSipilyang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang didasarkan pada keahlian atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BABI
KETENTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERlZINAN
TERPADU.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

13. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 ten tang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut
(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
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(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinasmempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakanurusan penanaman modaldan perizinan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan penanaman modal dan perizinan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan penanaman modal dan

perizinan;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas KepalaDinas adalah sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan urusan penanaman modaldan perizinan;
b. melaksanakan kebijakanurusan penanaman modal dan perizinan;
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan penanaman

modaldan perizinan;

d. melaksanakan pelayanan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasa13
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan

urusan pemerintahan dan tugas pembantuan urusan penanaman modal dan
perizinan.

Pasa12
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang KepalaDinas yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melaluiSekretaris Daerah.

(2) Tugas dan fungsi Dinas adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
dan ayat (3)Peraturan Bupati Garut Nomor27 Tahun 2016 tentang Kedudukan
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor27
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
KabupatenGarut.

(3) Struktur Organisasi Dinas adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
Peraturan Bupati Garut Nomor139 Tahun 2019 tentang Perubahan KeduaAtas
Peraturan Bupati Garut Nomor27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan
OrganisasiPerangkat Daerah KabupatenGarut.

Bagian Kesatu
Dinas

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
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Pasa14
(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan pengelolaan administrasi Dinas meliputi umum, kepegawaian,
keuangan dan barang milikdaerah, serta perencanaan dan evaluasi pelaporan.

(2) Dalammenyelenggarakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Sekretaris
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan

kepegawaian,keuangan dan barang milikdaerah serta perencanaan evaluasi
dan pelaporan;

b. pengkoordinasianpenyelenggaraanperencanaan Dinas;
c. pengkoordinasianpelaksanaan tugas Dinas;
d. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan

administrasi Dinas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja kesekretariatan yang meliputi umum dan

kepegawaian,keuangan dan barang milik daerah dan perencanaan evaluasi
dan pelaporan;

b. mengkoordinasikanpenyelenggaraanperencanaan Dinas;
c. mengkoordinasikanpelaksanaan tugas Dinas;
d. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan

pengelolaanadministrasi Dinas; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(4) Sekretaris, membawahkan:
a. SubbagianUmumdan Kepegawaian;
b. Subbagian Keuangandan BarangMilikDaerah; dan
c. Subbagian Perencanaan Evaluasidan Pelaporan.

Bagian Ketiga
Sekretariat

(4) KepalaDinas,membawahkan:
a. Sekretariat;
b. BidangPenanaman Modal;
c. BidangPerizinanInfrastruktur dan Sosial;
d. BidangPerizinanEkonomidan SDA;
e. BidangData dan SistemInformasiPenanaman Modal;dan
f. KelompokJabatan Fungsional.
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Pasa1S
(1) Subbagian Umum dan Kepegawaiandipimpin oleh seorang Kepala Subbagian

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris,
yangmempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Umum dan Kepegawaian
berdasarkan rencana kerja sekretariat.

(2) Dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Umumdan Kepegawaianmempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan SubbagianUmumdan Kepegawaian
b. pelaksanaan kegiatan Subbagian Umumdan Kepegawaian;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas KepalaSubbagianUmumdan Kepegawaianadalah sebagai berikut:
a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup subbagian berdasarkan

sasaran, kebijakan teknis, strategi dan programkerja Dinas;
b. melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan

keprotokolan,kearsipan, perpustakaan, dan penyediaanperalatan kerja;
c. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana penunjang tugas

Dinas;
d. melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan

keamanan ruang kerja serta lingkunganDinas;
e. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan

data dan informasiDinas;
f. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,

pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan
penghapusan barang milikdaerab./aset daerah yang digunakan olehDinas;

g. menyusun rencana kebutuharr/formasi pegawaiuntuk kepentingan Dinas;
h. melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawaiyang

akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
1. menyiapkan bahan kenaikan pangkat, Daftar Urut Kepangkatan (DUK),

sumpahjjanji pegawai,kenaikan gajiberkala dan peningkatan kesejahteraan
pegawai;

j. menyiapkan bahan rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam
lingkupDinas;

k. memberikan pelayanarr/fasilitast kepada pegawai yang akan mengikuti
pendidikan dan pelatihan kepernimpinan,teknis dan fungsional;

1. memberikanpelayanarr/fasilitasi kepada pegawaiyang akan mengikuti ujian
dinas dan izinjtugas belajar;

m. menyiapkanbahan pembinaan kepegawaiandan disiplinpegawai;
n. menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,

standar kompetensipegawai,tenaga teknis dan fungsional;
o. melaksanakan pelayanan sistem informasidan manajemen kepegawaian;
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(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
SubbagianKeuangandan BarangMilikDaerahmempunyaifungsi:
a. perencanaan kegiatan pengelolaankeuangan dan barang milikdaerah;
b. pelaksanaan kegiatan pengelolaankeuangan dan barang milikdaerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan keuangan dan

barang milikdaerah;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah
sebagaiberikut:
a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup subbagian berdasarkan

sasaran, kebijakan teknis, strategi dan programkerja Dinas;
b. penyiapanbahan dan penyusunan rencana anggaran;
c. melaksanakan teknis penatausahaan keuangan dan barang milikdaerah;
d. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan daerah serta

pembayarannya;
e. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
f. melaksanakan pengelolaanadministrasi barang milikdaerah Dinas;
g. menyiapkanbahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan

pembukuan keuangan;
h. melakukan verifikasiterhadap pelaksanaan anggaran;

Pasal 6
(1) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagianyang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaanadminsitrasi keuangan dan barang
milikdaerah berdasarkan rencana kerja sekretariat.

w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

x. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidangtugasnya.

darr/ ataulainr. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembagayorganisaeiterkait dalam lingkuptugasnya;

s. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

t. membagitugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
u. membuat dan memeriksakonsep-konsepsurat yang diajukan oleh bawahan

untuk memperolehkonsep surat yang benar;
v. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada Pimpinan;

q.

menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagai
media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya
sesuai kepentingan Dinas serta melaksanaan pe1ayanan hubungan
masyarakat;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

p.
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Pasa17
(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala

Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pereneanaan, evaluasi dan
pelaporan berdasarkan reneana kerja sekretariat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Subbagian Pereneanaan, Evaluasidan Pelaporanmempunyaifungsi:
a. pereneanaan kegiatan SubbagianPerencanaan, Evaluasidan Pelaporan;
b. pe1aksanaankegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasidan Pelaporan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan,

Evaluasidan Pelaporan;
d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan adalah
sebagaiberikut:

a. menyusun dan melaksanakan reneana kerja lingkup subbagian berdasarkan
sasaran, kebijakan teknis, strategi dan programkerja Dinas;

b. mengkaji bahan-bahanpetunjuk teknis/pedoman tentang pendataan
pengolahan sistem informasi,perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c. mengumpulkan bahan, data dan informasi pelaksanaan reneana
kerjamasing-masingbidangpada Dinas;

r. membagitugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
s. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan

untuk memperolehkonsep surat yang benar;
t. melaporkan pelaksanaan tugas seeara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada Pimpinan;
u. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang

tugasnya;dan
v. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.

danj ataulainp. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lernbaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

q. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

1. melaksanakan akuntansi keuangan;
j. melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
k. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
1. menyiapkanbahan pertanggungjawabanpelaksanaan anggaran;
m. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Keuangan

dan BarangMilikDaerah;
n. melaksanakan pelayanan sistem informasidan manajemen keuangan;
o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;
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(2) D~lam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
BidangPenanaman Modalmempunyai fungsi:
a. perencanaan pengelolaan urusan penanaman modal di bidang penanaman

modal yang meliputi pengembangan dan promosi penanaman modal,
pemantauan penanaman modal dan pembinaan dan pengawasan
penanaman modal;

PasalS
(1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan urusan penanaman modal dibidang penanaman
modal.

Bagian Keempat
Bidang Penanaman Modal

m. membagitugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
n. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan

untuk memperolehkonsep surat yang benar;
o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada Pimpinan;
p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang

tugasnya; dan
q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.

darr/ataulaink. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

1. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

d. mengumpulkan, merekapitulasi, mengkompilasi danmengkaji usulan
program dan kegiatan masing-masing bidang untuk bahan penyusunan
prioritas programdan kegiatan bagi Pimpinan;

e. melaksanakan fasilitasi pengolahan data, pengolahan sistem informasi,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan pedoman yang te1ah
ditentukan;

f. mengkaji hasil evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas sebagai bahan
penyusunan rencana kerja Dinas;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU),Rencana Kerja Tahunan (RKT),
PerjanjianKinerjadan dokumen-dokumenperencanaan kinerja lainnya;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP)dan Standar Pelayanan (SP)Dinas;

i. menyiapkan dan mengkajibahan penyusunan laporan yangmeliputi laporan
triwulan, semesteran, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP),LaporanKeteranganPertanggungjawaban(LKPJ)Bupati,
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)serta dokumen
dokumen pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya
yang telah ditentukan;

J. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;
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Pasa19
(1) Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengembangan dan
promosipenanaman modal berdasarkan rencana kerja bidang.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Seksi
Pengembangandan PromosiPenanaman Modalmempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan Seksi Pengembangandan PromosiPenanaman Modal;
b. pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangandan PromosiPenanaman Modal;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan dan

PromosiPenanaman Modal;dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas KepalaSeksi Pengembangandan PromosiPenanaman Modaladalah
sebagaiberikut:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi
berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan programkerja Dinas;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan penanaman modal di bidang penanaman
modal yang meliputi pengembangan dan promosi penanaman modal,
pemantauan penanaman modal dan pembinaan dan pengawasan
penanaman modal;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaanurusan penanaman modal
dibidang penanaman modal yang meliputi pengembangan dan promosi
penanaman modal, pemantauan penanaman modal dan pembinaan dan
pengawasanpenanaman modal;dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Uraian tugas KepalaBidangPenanaman Modaladalahsebagaiberikut:
a. merencanakan pengelolaanurusan penanaman modal dibidang penanaman

modal yang meliputi pengembangan dan promosi penanaman modal,
pemantauan penanaman modal dan pembinaan dan pengawasan
penanaman modal;

b. melaksanakan pengelolaanurusan penanaman modal dibidang penanaman
modal yang meliputi pengembangan dan promosi penanaman modal,
pemantauan penanaman modal dan pembinaan dan pengawasan
penanaman modal;

c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan penanaman
modal dibidang penanaman modal yang meliputi pengembangan dan
promosi penanaman modal, pemantauan penanaman modal dan pembinaan
dan pengawasanpenanaman modal;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(4) KepalaBidangPenanaman Modal,membawahkan:
a. Seksi Pengembangandan PromosiPenanaman Modal;
b. Seksi Pemantauan Penanaman Modal;dan
c. Seksi Pembinaan dan PengawasanPenanaman Modal.
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b. pelaksanaan kegiatanSeksiPemantauan Penanaman Modal',
c. pelaksanaan evaluasidan pelaporan kegiatan SeksiPemantauan Penanaman

Modal;dan

PasallO
(1) Seksi Pemantauan Penanaman Modaldipimpin oleh seorang KepalaSeksi yang

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan pemantauan penanaman modal berdasarkan
rencana kerja bidang.

(2) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),KepalaSeksi
Pemantauan PenanamanModalmempunyaifungsi:
a. perencanaan kegiatan SeksiPemantauan PenanamanModal',

n. membagitugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
o. membuat dan memeriksakonsep-konsepsurat yang diajukan oleh bawahan

untuk memperolehkonsep surat yangbenar;
p. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada Pimpinan;
q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang

tugasnya; dan

r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidangtugasnya.

dan Zataulain1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

m. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

b. menyiapkan bahan penyusunan dan fasilitasi kajian perencanaan dan
peningkatan iklimpenanaman modaldaerah;

c. menyiapkanbahan penyusunan dan pengelolaanmedia promosipenanaman
modal;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi penyusunan dan
pengembanganpotensi dan peluang penanaman modaldaerah;

e. menyiapkanbahan dan melaksanakan evaluasi kebijakan penanaman modal
daerah;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan penanaman
modaldaerah;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi serta fasilitasi
penyelenggaraan pengembangan dalam lingkup analisis pengembangan
penanaman modal;

h. menyiapkan bahan kerjasama penanaman modal dengan investor baik dari
unsur swasta maupun unsur pemerintah kabupaterr/kota, pemerintah
provinsidan pemerintah;

1. menyiapkan bahan pengembangan dan fasilitasi kerjasama penanaman
modal;

J. melaksanakan promosi penanaman modal melalui media cetak, media
elektronik dan media komunikasi masa serta melalui pameran dan media
promosi lainnya;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;
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Pasa111
(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembinaan dan
pengawasan penanaman modal berdasarkan rencana kerja bidang.

(2) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Seksi
Pembinaandan PengawasanPenanaman Modalmempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan PengawasanPenanaman Modal;
b. pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan dan PengawasanPenanaman Modal;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pembinaan dan

PengawasanPenanaman Modal;dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Uraian tugas KepalaSeksi Pembinaan dan PengawasanPenanaman Modaladalah
sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi
berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan programkerja Dinas;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pemantauan Penanaman Modal adalah sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan me1aksanakan penyusunan rencana kerja seksi

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan programkerja Dinas;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan penanaman modal;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Laporan Kegiatan

Penanaman Modal(LKPM);
d. melaksanakan koordinasi dengan Penanaman ModalDalam Negeri (PMDN)

dan Penanaman ModalAsing(PMA)yang ada di Daerah Kabupaten;
e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data Seksi Pemantauan

Penanaman Modal;
f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;
g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain danjatau

lembagajorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
h. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta

upaya tindak lanjut;
i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
j. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan

untuk memperolehkonsep surat yang benar;
k. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada Pimpinan;
1. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang

tugasnya;dan
m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.

12



Pasal12
(1) Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penanaman modal di
bidang perizinan insfrastruktur dan sosial.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial mempunyai fungsi:

a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial
yang meliputi perizinan sektor infrastruktur dan perizinan sektor sosial;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial
yang meliputi perizinan sektor infrastruktur dan perizinan sektor sosial;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Perizinan
Infrastruktur dan Sosial yang meliputi perizinan sektor infrastruktur dan
perizinan sektor sosial; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perizinan Inrrastruktur dan Sosial

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

1. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan
untuk memperoleh konsep surat yang benar;

m. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya; dan

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.

danjataulaini. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembagaj organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

J. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasn
penanaman modal;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penanganan
permasalahan penanaman modal;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan penanaman
modal;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengusulan pembatalan dan
pencabutan perizinan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman ModalAsing (PMA)yang ada di Daerah Kabupaten;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan PMDNdan PMA
yang ada di Kabupaten Garut;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan Pengolahan data
Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pe1aporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;
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lain danj ataumelaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

1.

Pasal13
(1) Seksi Perizinan Sektor Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai
tugas me1aksanakan pengelolaan perizinan sektor infrastruktur berdasarkan
rencana kerja bidang.

(2) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),KepalaSeksi
PerizinanSektor Infrastruktur mempunyaifungsi:
a. perencanaan kegiatan SeksiPerizinanSektor Infrastruktur;
b. pelaksanaan kegiatan SeksiPerizinanSektor Infrastruktur;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perizinan Sektor

Infrastruktur; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas KepalaSeksiPerizinanSektor Infrastruktur sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan programkerja Dinas;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan berkas permohonan

perizinan Infrastruktur;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, menganalisis berkas

permohonanperizinan Infrastruktur;
d. menyiapkan bahan dan melaksanakan register pendaftaran perizinan

Infrastruktur;
e. menyiapkanbahan dan melaksanakan pemrosesanperizinanInfrastruktur;
f. menyiapkanbahan dan melaksanakan pencetakan perizinan Infrastruktur;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data

perizinaninfrastruktur;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidang tugasnya;

a. SeksiPerizinanSektor Infrastruktur; dan
b. SeksiPerizinanSektorSosial.

d.

c.

b.

a. merencanakan pengelolaan urusan Bidang Perizinan Infrastruktur dan
Sosial yang meliputi perizinan sektor infrastruktur dan perizinan sektor
sosial;
melaksanakan pengelolaan urusan Bidang Perizinan Infrastruktur dan
Sosial yang meliputi perizinan sektor infrastruktur dan perizinan sektor
sosial;
me1aksanakanevaluasi dan pelaporan pengelolaanurusan BidangPerizinan
Infrastruktur dan Sosial yang meliputi perizinan sektor infrastruktur dan
perizinan sektor sosial;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) KepalaBidangPerizinanInfrastruktur dan Sosial,membawahkan:

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Perizinan Infrastruktur dan Sosial adalah sebagai
berikut:
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k. membagitugas kepada bawahan sesuai denganbidang tugas dan fungsinya;
1. membuat dan memeriksakonsep-konsepsurat yang diajukan oleh bawahan

untuk memperolehkonsep surat yang benar;

danjataulainmelaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembagajorganisasiterkait dalam lingkuptugasnya;

J. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

i.

Pasa114
(1) Seksi PerizinanSektorSosialdipimpinoleh seorangKepalaSeksiyang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas
Melaksanakan PengelolaanPerizinan Sektor Sosial berdasarkan Rencana Kerja
Bidang.

(2) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),KepalaSeksi
PerizinanSektorSosialmempunyaifungsi:
a. perencanaan kegiatanSeksiPerizinanSektorInfrastruktur;
b. pelaksanaan kegiatanSeksiPerizinanSektorInfrastruktur;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perizinan Sektor

Infrastruktur; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas KepalaSeksiPerizinanSektorSosialadalah sebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan programkerja Dinas;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penerimaan berkas permohonan

perizinansosial;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan

perizinansosial;
d. menyiapkanbahan dan melaksanakan registerpendaftaranperizinan sosial;
e. menyiapkanbahan dan melaksanakan pemrosesanperizinansosial;
f. menyiapkanbahan dan melaksanakan pencetakan perizinansosial;
g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data

perizinanan sosial;
h. me1aksanakanmonitoring, evaluasi dan pe1aporancapaian kinerja sesuai

denganbidang tugasnya;

J. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

k. membagitugas kepada bawahan sesuai denganbidang tugas dan fungsinya;
1. membuat dan memeriksakonsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan

untuk memperolehkonsep surat yang benar;
m. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada Pimpinan;
n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang

tugasnya;dan
o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai denganbidang tugasnya.
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Pasal16
(1) Seksi Perizinan Sektor Ekonomidipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan perizinan sektor ekonomi berdasarkan rencana kerja
bidang.

Pasal15
(1) BidangPerizinan Ekonomidan Sumber OayaAlamdipimpin oleh seorang Kepala

Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas,
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penanaman modal
di bidangperizinan ekonomidan sumber daya air.

(2) Oalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
BidangPerizinanEkonomidan Sumber DayaAlammempunyai fungsi:
a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber

Daya Alam yang meliputi perizinan sektor ekonomi dan perizinan sektor
sumber daya alarn;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber
Daya Alam yang meliputi perizinan sektor ekonomi dan perizinan sektor
sumber daya alam;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Perizinan
Ekonomi dan Sumber Oaya Alam yang meliputi perizinan sektor ekonomi
dan perizinan sektor sumber daya alarn; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Uraian tugas KepalaBidangPerizinanEkonomidan SOAadalah sebagai berikut:
a. merencanakan pengelolaan urusan Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber

Daya Alam yang meliputi perizinan sektor ekonomi dan perizinan sektor
sumber daya alam;

b. melaksanakan pengelolaan urusan Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber
Daya Alam yang meliputi perizinan sektor ekonomi dan perizinan sektor
sumber daya alam;

c. me1aksanakan evaluasi dan pe1aporanpengelolaan urusan Bidang Perizinan
Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang meliputi perizinan sektor ekonomi
dan perizinan sektor sumber daya alam;

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(4) KepalaBidangPerizinanEkonomidan Sumber DayaAlam,membawahkan:
a. Seksi PerizinanSektor Ekonomi;dan
b. Seksi PerizinanSektor Sumber DayaAlam.

Bagian Keenam
Bidang Perizinan EkoDomi dan Sumber Daya Air

m. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai
kebutuhan kepada Pimpinan;

n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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Pasal17
(1) Seksi Perizinan Sektor Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KepalaBidang,mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan perizinan sektor sumber daya alarn
berdasarkan rencana kerja bidang.

(2) Dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Seksi
PerizinanSektorEkonomimempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan Seksi PerizinanSektorEkonomi;
h. pelaksanaan kegiatan SeksiPerizinanSektor Ekonomi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perizinan Sektor

Ekonomi;dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas KepalaSeksi PerizinanSektorEkonomisebagaiberikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan programkerja dinas;
b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis

data Seksi PerizinanEkonomisebagaibahan penyusunan rencana kegiatan;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi

PerizinanEkonomiberdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan programkerja
dinas;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan
perizinanekonorni;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan register pendaftaran perizinan
ekonomi;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data
Seksi PerizinanEkonomi;

g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi
PerizinanEkonomi;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

1. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/ atau
lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

J. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

k. membagitugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
1. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan

untuk memperolehkonsep surat yang benar;
m. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada Pimpinan;
n. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang

tugasnya; dan

o. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidang tugasnya.
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1. membagitugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
m. membuat dan memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan

untuk memperolehkonsep surat yang benar;
n. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada Pimpinan;
o. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang

tugasnya;dan
p. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.

danjataulainmelaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembagajorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

J.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
PerizinanSektor Sumber DayaAlammempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan Seksi PerizinanSektor Sumber DayaAlam;
b. pelaksanaan kegiatan Seksi PerizinanSektor Sumber DayaAlam;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi PerizinanSektor Sumber

DayaAlam;dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Perizinan Sektor Sumber Daya Alam adalah sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Perizinan

Sumber DayaAlam;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis

data Seksi PerizinanSumber DayaAlamsebagai bahan penyusunan rencana
kegiatan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi
Perizinan Sumber Daya Alam berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan
programkerja Dinas;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data
Seksi PerizinanSektor Sumber DayaAlam;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemrosesan Seksi Perizinan Sektor
Sumber DayaAlam;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencetakan Seksi Perizinan Sektor
Sumber DayaAlam;

h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi
PerizinanSumber DayaAlam;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;
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Pasal19
(1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan pengolahan data dan infonnasi berdasarkan
rencana kerja bidang.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Kepala Seksi
PengolahanData dan Infonnasi mempunyai fungsi:
a. perencanaan kegiatan Seksi PengolahanData dan Informasi;

Bagian Ketujuh
Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pasal18
(1) Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan penanaman modal
di bidang data dan sistem informasipenanaman modal.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
BidangData dan Sistem InformasiPenanaman Modalmempunyai fungsi:
a. perencanaan pengelolaan urusan Bidang Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal yang meliputi pengolahan data dan informasi,
dokumentasi dan pengaduan dan sistem informasipenanaman modal;

b. pelaksanaan pengelolaan urusan Bidang Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal yang meliputi pengolahan data dan informasi,
dokumentasi dan pengaduan dan sistem informasipenanaman modal;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan urusan Bidang Data dan
Sistem Informasi Penanaman Modal yang meliputi pengolahan data dan
informasi, dokumentasi dan pengaduan dan sistem informasi penanaman
modal;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Uraian tugas KepalaBidangData dan Sistem InformasiPenanaman Modaladalah
sebagaiberikut:
a. merencanakan Pengelolaan urusan Bidang Data dan Sistem Informasi

Penanaman Modal yang meliputi pengolahan data dan informasi,
dokumentasi dan pengaduan dan sistem informasipenanaman modal;

b. melaksanakan pengelolaan urusan Bidang Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal yang meliputi pengolahan data dan informasi,
dokumentasi dan pengaduan dan sistem informasipenanaman modal;

c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaanurusan BidangData dan
Sistem Informasi Penanaman Modal yang meliputi pengolahan data dan
informasi, dokumentasi dan pengaduan dan sistem informasi penanaman
modal;

d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(4) KepalaBidangPengelolaanData dan Informasi,membawahkan:
a. Seksi PengolahanData dan Informasi;
b. SeksiDokumentasidan Pengaduan; dan
c. Seksi Sistem InformasiPenanaman Modal.
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Pasa120
(1) Seksi Do~umentasi dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Bidang, mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan pengaduan berdasarkan reneana
kerja bidang.

m. membagitugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
n. membuat dan memeriksakonsep-konsepsurat yang diajukan oleh bawahan

untuk memperolehkonsep surat yang benar;
o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada Pimpinan;
p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang

tugasnya;dan

q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidangtugasnya.

darr/ataulaink. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembaga/organisasiterkait dalam lingkuptugasnya;

1. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

b. pelaksanaan kegiatanSeksiPengolahanData dan Informasi;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi PengolahanData dan

Informasi;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi adalah sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi

berdasarkan sasaran, kebijakanteknis, strategi dan programkerja Dinas;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi

PengolahanData dan Informasi;
c. menyiapkanbahan dan melaksanakan pengumpulanserta pengolahanbasis

data Seksi Pengolahan Data dan Informasi sebagai bahan penyusunan
rencana kegiatan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi
PengolahanData dan Informasiberdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan
programkerja Dinas;

e. menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan data perizinan dan
penanaman modal;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi, evaluasi data perizinan
serta penanaman modal;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemutakhiran data perizinan serta
penanaman modal;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan informasi penanaman
modaldan perizinan;

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta pembinaan teknis
kepada pengeloladata;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan eapaian kinerja sesuai
denganbidang tugasnya;
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Pasa121
(1) Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

yang berada di bawah dan bertanggungjawab KepalaBidang,mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan sistem informasi penanaman modal berdasarkan
rencana kerja bidang.

m. membagitugas kepada bawahan sesuai denganbidang tugas dan fungsinya;
n. membuat dan memeriksakonsep-konsepsurat yang diajukan oleh bawahan

untuk memperolehkonsep surat yang benar;
o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada Pimpinan;
p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang

tugasnya;dan

q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai denganbidang tugasnya.

danj'ataulaink. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
Iembaga/organisasi terkait dalam lingkuptugasnya;

1. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Dokumentasi dan Pengaduan mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan Seksi Dokumentasi dan Pengaduan;

b. pelaksanaan kegiatan Seksi Dokumentasi dan Pengaduan;

c. pe1aksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Dokumentasi dan
Pengaduan;dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Dokumentasi dan Pengaduan adalah sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja seksi

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi
Dokumentasi dan Pengaduan;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis
data Seksi Dokumentasi dan Pengaduan sebagai bahan penyusunan rencana
kegiatan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi
Dokumentasi dan Pengaduan berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan
program kerja Dinas;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi serta pengelolaan
administrasi pengaduan;

f. menyiapkanbahan dan melaksanakan pelayananpengaduan perizinan;
g. melaksanakan dokumentasibahan dan hasil pengaduan;
h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta pembinaan teknis

kepada pengelolapengaduan;
i. melaksanakanmonitoring,evaluasidan pelaporandalam lingkupSeksiData

dan Dokumentasi;
J. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai

dengan bidangtugasnya;
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m. membagitugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
n. membuat dan memeriksakonsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan

untuk memperolehkonsep surat yang benar;
o. melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai

kebutuhan kepada Pimpinan;

p. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan sesuai bidang
tugasnya;dan

q. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan
sesuai dengan bidangtugasnya.

darr/ataulaink. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja
lembagajorganisasi terkait dalam lingkup tugasnya;

1. mengevaluasipelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan pembinaan serta
upaya tindak lanjut;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi
Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal;

b. pelaksanaan kegiatan Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Sistem Informasi
Penanaman Modal; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal adalah sebagai
berikut:
a. menyiapkan bahan dan me1aksanakan penyusunan rencana kerja seksi

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Dinas;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Informasi
Penanaman Modal;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan basis
data Seksi Informasi Penanaman Modal sebagai bahan penyusunan rencana
kegiatan;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi
Informasi Penanaman Modal berdasarkan kebijakan teknis, sasaran dan
program kerja Dinas;

e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan teknologi informasi;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan aplikasi data perizinan dan
penanaman modal;

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan data berbasis teknologi
informasi;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem informasi
penanaman modal yang terintegrasi;

1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup Seksi
SistemInformasi;

J. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sesuai
dengan bidang tugasnya;

22



Pasa126
(1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Dinas merupakan satu kesatuan yang satu

samalain tidak dapat dipisahkan.
(2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis Pemerintah Daerah

Kabupaten di bidang penanaman modal dan perzinan, kegiatan operasionalnya
diselenggarakan oleh bidang, Unit Pelaksana Teknis dan kelompok jabatan
fungsionalmenurut bidang tugasnya.

(3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan
dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakanhubungan fungsional dengan
Perangkat Daerah Kabupateny instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

(4) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam menyelenggarakan
tugasnya wajibmenerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Bagian Kesatu
Umum

BABIII
TATAKERJA

Pasa125
(1) Kelompokjabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasa124, terdiri atas

sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompoksesuai dengan bidangkeahliannya.

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga
fungsionalyang ada di lingkunganDinas.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan
sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasa124
(1) Kelompokjabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kegiatan Dinas secara profesional berdasarkan disiplin ilmu dan keahlian serta
disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
melaksanakan tugas pokoknyabertanggungjawab kepada KepalaDinas.

Bagian KesembUan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pengaturan mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas
dan fungsiunit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

(2)

Pasal23
(1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pe1aksanaTeknisuntuk melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasionaldan/ atau kegiatan penunjang.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Telmis
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Pasal30
Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
KabupatenGarut.

BABV

PEMBIAYAAN

Pasa129
(1) KepalaDinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku.
(2) Pejabat dilingkungan Dinas, diangkatdan diberhentikan oleh pejabat yang

berwenangsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIV
KEPEGAWAIAN

Pasa128
(1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan dalam

menjalankan tugasnya.
(2) Dalamhal Sekretaris berhalangan, KepalaDinas dapat menunjuk salah seorang

KepalaBidangberdasarkan senioritasdan kepangkatannya.

Bagian Ketiga
Hal Mewaklli

Pasal27
(1) Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur,

jelas dan tepat waktu kepada Bupatimelalui SekretarisDaerah.
(2) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas mengikuti dan mematuhi

petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Pimpinannyamasing-masing
serta menyampaikanlaporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh PimpinanUnit Kerjadari staf wajibdiolah dan
dipergunakan sebagaibahan pertimbangan lebih lanjut.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pelaporan

(5) Setiap Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Dinas wajib memimpin,memberikan
bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas pokok serta pengendalian kepada
staf.
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Diundangkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2019
SEKRETARJSDAERAH KABUPATENGARUT,

ttd

DENISUHERLAN
BERITA DAERAH KABUPATENGARUT
TABUK 2019 NOMOR 146

RUDYGUNAWAN

Ditetapkan di Garut
pada tanggal31 - 12 - 2019
B U PAT I GAR U T,

ttd

Pasal32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Pasa131
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut
Nomor62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata KerjaDinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVI
KETEKTUAN PENUTUP
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BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR

Diundangkan di Garut
pada tanggal

tSEKRETARIS D RAH KABUPATEN GARUT ~

RUDY GUNAWAN

ttd

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2019
B U PAT I GAR U T,

Pasal32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Pasal31
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut
Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVI

KETENTUAN PENUTUP
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ENISUHERLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR

Diundangkan di Garut
pada tanggal

SEKRETARIS D ~ KABUPATEN GARUT,

RUDY GUNAWAN

ttd

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 31 - 12 - 2019

B U PAT I GAR U T,

Pasal32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Pasal31
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut
Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVI
KETENTUAN PENUTUP
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pada tanggal
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pada tanggal
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Pasal32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Pasal31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut
Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVI

KETENTUAN PENUTUP

25



ENISUHERLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR

Diundangkan di Garut
pada tanggal
SEKRETARIS

RUDY GUNAWAN

t'

Ditetapkan di Garut
pada tanggal

B U PAT I GAR U T,

,r

Pasal32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Pasal31
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut
Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVI

KETENTUAN PENUTUP
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